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Abstrak

Lahirnya Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan salah satu pengembangan atau
pembaharuan dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia. Tujuan dikeluarkannya
undang-undang tersebut antara lain memberikan perlindungan bagi masa depan
anak demi tercapainya kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Salah satu pasal
yang mengatur ketentuan tersebut adalah pasa 23 No. 23 Tahun 1997 yang
menjelaskan tentang ancaman pidana dan sanksi tindakan.

Penerapan pasal untuk anak yang melakukan tindak pidana bukan bukan
sebagai pembalasan hukuman, akan tetapi untuk melindungi masa depan anak.
Salah satu hak asasi anak adalah jaminan memperoleh perlindungan hukum yang
sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi
tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana diatur
daam UUD 1945. Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan,
serta demi terwujudnya anak Indonesia yang berakhlagul karimah, berkualitas,
dan bermoral.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research)Dilakukan
dengan mengkaji bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, skripsi, surat kabar
dan sumber pustaka lain yang relevan dan merujuk pada permasalahan penelitian.
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analistik, yang berupa menafsirkan
kandungan pasal 23 UU No 3 tahun 1997 yang ternyata terdapat beberapa
kelemahan substansial dan implementatif menyangkut hak-hak anak.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif-yurisdis,
yang dilakukan dengan melihat Undang-Undang dan ketentuan yang terdapat
dalam hukum Islam. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan beberapa
sumber data, baik sumber primer maupun sekunder. Analisa dilakukan dengan
metode content analysi¢analisaisi) dengan melakukan penganalisaan kandungan
pasad 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
perspektif hukum Islam

Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa ancaman pidana yang
diberlakukan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menurut
perspektif Islam termasuk hukuman ta’zir. Penjatuhan hukuman ta’zir lebih
menitikberatkan dalam tujuan untuk pencegahan dan pendidikan. Namun
demikian, bentuk pemidanaan berupa hukuman penjara dan kurungan sudah tidak
sesuai dengan dinamika perkembangan zaman karena pada kenyataanya penjara
dan kurungan memberikan dampak negatif dan mengancam hak serta jaminan
kesgahteraan anak. Oleh karena itu, ancaman pidana pokok berupa penjara dan
kurungan yang diberlakukan pada anak dalam pasal 23 tidak sesuai lagi dengan
tujuan pemidanaan hukum Islam dan tujuan penerapan hukuman takzir sehingga
memerlukan pembaharuan kembali agar penerapan hukumannya berdasarkan
pertimbangan al-istiadahanak untuk mewujudkan maslahah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalamypsanan skripsi ini berpedoman pada

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Mengrdidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

tidak dilambangkan
be

te
es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)

er
zet
es
es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka




“el

‘em

‘en

w

ha
apostrof

ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

ditulis
ditulis
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
ditulis
ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Ayaing sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan selgagkéacuali bila dikehendaki lafal

aslinya).

N

Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta badeagaiua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

ditulis

1
U

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatkabrah dan dammabh ditulis t
atau h.



D. Vokal pendek

E. Vokal panjang

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

F. Vokal rangkap

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata diRgsakdengan apostrof



ditulis
ditulis
ditulis

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggkan huruf “I”.

ditulis
ditulis

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggian huruf Syamsiyyah yang
mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el).nya

ditulis

ditulis

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Ditulis
Ditulis
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MOTTO

« I have learned silence from the talkative, toleration from

the intolerant and kindness from the unkind.

* You see things that are and say WHY?

But I dream things that never were and say WHY NOTI!

Life stars here............. )
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Kami memuiji-Mu, duhai Dzat Yang memang telah tergejpelum dipuji
oleh para pemuji. Kami mengharapkan ampunan-MU, idDbat Yang ampunan-
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ANAK DALAM UU NO. 3 TAHUN 1997 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (
Studi Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilaAnak)” yang
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penyusun.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, tindakan kejahatan dan kriminalitasnklaari mengalami
peningkatan cukup signifikan. Peningkatan aktifitagminal dalam berbagai
bentuk dan modusnya merupakan problem akut yarggrbengancam stabilitas
dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Perkganbilmu pengetahuan
dan teknologi ternyata membawa dampak negatif yapgatdmengancam Kkrisis
moral masyarakat yang berpotensi meningkatkan juratang melawan hukum
pidana dengan berbagai modus yang berbeda-bed& pula

Tindakan kriminalitas telah menjadi bagian darisaanan keamanan yang
dapat mengganggu stabilitas sebuah bangsa. Ancanmamdlitas seolah tidak
henti-hentinya terjadi dalam situasi bangsa yangdake membangun kehidupan
damai tanpa kekerasan dan tindakan kriminal yangjuney pada jatuhnya korban
jiwa. Kejahatan yang terjadi di Indonesia, bolebildhg cukup beragam dan
dengan motif yang berbeda pula, mulai seorang guencabuli anak didiknya,
seorang ayah memperkosa anak kandungnya, seoramg membunuh isterinya,
anak membunuh ibu kandungnya, dan bentuk-bentukh&&gn lain yang
mungkin sangat banyak jumlahnya.

Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena banyakkeanak yang harus

berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaanaaakkdalam tempat

! Herman MannheinCriminal Justice and Social Recontructjafiondon: Routledge dan
Kegan Paul, 1946), him. 5.



penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang et dewasa

mengakibatkan anak-anak berada dalam situasi raveamach korban berbagai
tindak kekerasan. Anak-anak dalam kondisi demikisebut dengan anak yang
berkonflik dengan hukurtchildren in conflict with the layy yang disebut dengan
delinkuen?

Masalah hukum yang menimpa anak, seharusnya megugalatian para
orangtua dan lembaga sekolah yang setiap waktu nengeegala perilaku yang
dianggap menyimpang dan bisa menimbulkan bagiydirdan masyarakat secara
keseluruhan. Kurangnya perhatian, kasih sayangpibgan, dan pembinaan
orangtua merupakan salah satu diantara penyebaikdan anak dan memicu
terjadinya tindakan kehajatan atau kriminalitas gyanengharuskan seorang
berhadapan dengan tuntutan hukum. Faktor kemiskpendidikan yang rendah,
kehidupan keluarga yang berantakan, maupun lingkupegrgaulan.

Kaitannya dengan anak nakal atau perilaku yang etsbkan tindak
kejahatan, dijelaskan bahwa anak adalah bagian gkmerasi muda yang
merupakan penerus perjuangan bangsa. Dalam rangkajotkan sumberdaya
manusia yang berkualitas dan mampu menjamin sestaealihara kesatuan dan

persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Repotbnesia yang

2 Istilah delinkuen berasal dadelinquency yang diartikan dengan kenakalan anak,
kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata delmktaudelinqueng memiliki akar kata
yang sama dengguavenile, karenadelinquencyberkaitan dengan anak, sementara Hatanquent
act diartikan sebagai perbuatan yang melanggar noasardiari tatanan masyarakat. Perbuatan
tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-abi@l disebut dengadelinquency.Lihat
Richard A. Cloword and Lloyd E. OhlirQelinquency and Opportunity Theory of Delinquest
Gangs, (New York: The Free Press, 1960), him. 3. Intingkelinquency mengacu pada
pelanggaran terhadap aturan atau norma yang dielanpok sosial masyarakat, bukan hanya
hukum negara semata. Lihat Peter C. Kratcoski an&rBtcoski, Juvenile Delinquency(New
Jersey: Prentice Hall, 1979), him. 2.



berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, mpkduitan pembinaan
secara terus menerus demi kelangsungan hidup begunmbuhan dan
perkembangan fisik, mental, dan sosial, serta rmhrhgan dari segala
kemungkinan yang akan membahayakan mereka dansedngmsa depah.

Perilaku anak yang cenderung menyimpang dan medakukidakan
kejahatan seperti layaknya orang yang sudah dewsssdah seharusnya
mendapatkan bimbingan dan pengawasan ketat damgtoea dan masyarakat
secara umum. Usia anak-anak sejatinya membutuhkayapeman dalam upaya
pemantapan landasan hukum dan memberikan perlinadusgcara adil kepada
anak-anak Indonesia yang mempunyai sifat dan jerilg|ang menyimpang,
karena mereka adalah tunas-tunas bangsa yang wuhasitapkan berkelakuan
baik dan bertanggung jawab atas dirinya sendirirdasyarakat sekitarnya. Oleh
karena itu, anak harus dilindungi dan diayomi adeéing lain dalam melindungi
dirinya sendiri, khususnya ketika anak menghadagtutan hukum dan peradilan
pidana yang membelitnya.

Dalam setiap persidangan yang melibatkan anak aebtegdakwa,
perlakuan hukum sudah selayaknya mendapatkan @erhsedrius dan menjadi
pertimbangan bagi para hakim untuk mengambil sebkeputusan yang
mengharuskan seorang anak harus dipidana. Bagaipamanak adalah tunas-
tunas bangsa yang masih punya harapan untuk bitenggung jawab terhadap

dirinya sendiri dan masyarakat secara luas. Makaime pembedaan dalam

% Darwan PrintsHukum Anak IndonesigBandung: PT: Citra Aditya Bakti, 1997), hl;m.
161.

4 Maidin Gultom,Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Rlarad\nak di
Indonesia(Bandung: Refika Aditama, 2008), him. 2.



perlakuan hukum terhadap anak yang terlibat kasusirialitas sebagai bentuk
restorasi keadilan bagi anak yang belum dianggamsie. Pembedaan perlakuan
dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang, dime&suduntuk
memberikan kesempatan kepada anak agar setelaluinpetses pembinaan bisa
menjadi pribadi atau generasi yang lebih baik, lneagbagi nusa, bangsa, dan
agama

Dalam rangka menghadapi dan menanggulangi perbuatamnalitas
yang dilakukan anak nakal, maka lahirlah Undang-dgdBepublik Indonesia
No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam Ugddmdang tersebut telah
diatur hukuman dan ancaman pidana serta tindakag giberlakukan khusus
bagi anak yang belum cukup dewasa dan masih mehiartubimbingan,
perhatian, dan kasih sayang dari orangtuanya. Miaaldalam Pasal 23 ayat (3)
terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidambahan berupa perampasan
barang-barang tertentu dan atau pembayaran ggnti ru

Sementara penanganan kasus delikuensi anak dalatahjuya yang
beragam, diperlukan tindakan dari negara selakiegsn hukum. Tindakan
tersebut telah terakomodir dengan diundangkannyatyran pemidanaan anak
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 18%etelah lahirnya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 terdapat perbedaan penangasas kejahatan yang telah
dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidédeliquen child) semisal

sidang anak dilakukan secara tertutup, penyidilgyditugaskan adalah penyidik

® Wagiati SoetodjoHukum Pidana AngkBandung: Refika Aditama, 2008), him. 29.

® Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangamsép Diversi dan
Restorative JusticgBandung: Refika Aditama, 2008), him. 9.



khusus, ditempatkan di ruang khusus, kebutuhangasmohani, dan sosial harus
lebih diperhatikan.

Berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilaakAantara lain
telah menetapkan apa yang dimaksud anak. Undangrdndu berlakulex
specialis terhadap KUHP, khususnya berkaitan dengan tindalangi yang
dilakukan oleh anak. Menurut UU Pengadilan Anak tesibaanak nakal dapat
dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidanabtdran atau tindakan. Dalam
Pasal 23 ayat (2) UU Pengadilan Anak beberapa pigekak yang dapat
dijatuhkan terhadap anak nakal, yaitu pidana peanjpidana kurungan, pidana
denda atau pidana pengawasan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakatuk upaya
idealis dan dinamis ketika Undang-Undang terselsathttan. Undang-Undang ini
tentu saja lahir dalam upayanya menyelamatkan b&kahak di Indonesia. Akan
tetapi, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 199%9fatey pengadilan anak
ini tidak berarti telah menyelesaikan kasus anailgy@erhadapan dengan hukum
secara tuntas. Misalnya, jaksa dalam menanganskasak masih memberikan
tuntutan pidana bukan tindakan. Akibatnya, dalansigangan hakim khusus
yang diharapkan memberikan keadilan kepada anafi $afja memberikan hukum
penjara, dibandingkan dengan tindakan atau mendiab&epada orangtua dan
melakukan pembinaan secara khususidang-Undang ini masih terdapat banyak
kelemahan, diantaranya memberikan peran aktif damirchn kepada hakim

dalam memutuskan kasus perkara anak, tidak menoumaeg diversi yang lebih

7 Ibid, him. 12.



mengutamakan nilai kemusyawaratan untuk memfokusgada perbaikan
kerugian korban, pelaku, maupun anggota masyarakat.

Berkaitan dengan pemidanaan anak dalam Pasal 223Ndahun 1997,
peneliti mencoba menafsirkan kembali tujuan dibefannya peradilan hukum
bagi anak yang melakukan tindakan kejahatan atamiralitas, yang
mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 23280Tahun 1997 tentang
peradilan anak tidak hanya penting bila ditinjaui duikum positif, tetapi juga
perlu dicermati dalam pespektif hukum Islam. Pegpamapasal untuk anak yang
melakukan tindak pidana memang bertujuan untukndetigi masa depan anak
agar tetap memperoleh rasa keadilan walaupun seszdradan meyakinkan
menimbulkan kerugian bagi orang 1&in.

Salah satu hak asasi anak adalah jaminan mempepaldimdungan
hukum yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kasiaan. Jaminan
perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengarnildaipancasila dan tujuan
negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Perlinduragaak tersebut
bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agds dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sdengan martabat dan harkat
kemanusiaan, serta demi terwujudnya anak Indonesig perakhlaqul karimah,

berkualitas, dan bermorallni karena, anak sebagai generasi muda merupakan

¢ Dalam masalah hukuman, hukum pidana positif meremapembedaan antara tujuan
hukum pidandstrafrechtscholenjli satu sisi dengan tujuan hukum@trafrechstheorieenji sisi
lain, hal ini dikarenakan tujuan dari susunan hukyidana adalah merupakan tujuan
ditetapkannya suatu aturan hukum yakni untuk maligd masyarakat dari kejahatan, sedangkan
tujuan hukuman adalah pembinaan dan bimbinganrtgritguan ini masih banyak diperdebatkan
dan banyak pendapat yang mendasarkan pada beleoapgang ada. Lihat Bambang Purnomo,
Asas-Asas Hukum Pidan@akarta: Ghalia, 1985), him. 31.

® Irsan Koesparmondjukum Perlindungan AnakJjakarta: UPN, 2006), him. 2.



potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsak Amerupakan modal
pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan méngembangkan
hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anakerhd@n perlindungan
dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembdigjgnmental, dan sosial
secara utuh, serasi, dan seimbang.

Dalam Islam pemeliharaan anak adalah tanggung j#agbkedua orang
tuanya, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:
Lo il () gumny ¥ Sad Bdle A<k Lale 5 jlaally il Waa gy 1)U aSalal 5 aSudil] 8 ) gial cpililglly
10050 5l sty 5 a0 al

Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggawgbj orangtua
terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua maeétn fungsi orangtua
sebagai pengayom dan fungsi orangtua sebagai penti€edudukan anak
dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentdeanbentuk dan sistem
terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dandeggtidak mampu atau di
bawah umur. Menurut Undang-Undang dianggap tidak mampena kedudukan
akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami perturabuRal ini sesuai dengan
hadis:
208y i il 0o 5 aling i anall G 5 Bty s 2 e S5 oo S8l 6

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuimat karena kejahatan yang
dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jdwlibm atas seorang anak

atas usia berapa pun sampai dia mencapai usia,pydditi hanya akan berhak

19 Qs. at-Tahrim, 6: 66

1 Mustafa Kamal Pasharigh Islam, (Yogyakarta: Majlis Tarjih Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah, 2000), him. 287.

12 Abu Daud,Sunan Abi Dawudlilid 11l (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), him. 289.



untuk menegur kesalahannya atau menetapkan bebpmapbatasan baginya
yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikamari membuat
kesalahan di masa yang akan datdng.

Melihat adanya kelemahan substantif dan implementdam UU No 3
Tahun 1997 tentang peradilan anak dan penawaramyadastorative justice
yang sesuai dengan syariat dan hukum Islam, makaulipe membawa
permasalahan ini untuk dikaji dalam bentuk skrigsing nantinya akan
menuangkan sebuah alternatif yang cocok dalamnsipemidanaan anak yang
juga sesuai dengan kajian pemidanaan Islam set@mdapayanya untuk
mewujudkan tujuan hukum Islam yang membawa kemasiahla¢rsama bagi
masa depan anak Indonesia. Dalam skripsi ini, peméncoba menganalisis
kandungan pasal 23 No. 3 Tahun 1997 tentang pen@daaaak berdasarkan

tinjauan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Masalah-masalah tindak pidana yang dilakukan anakawah umur
memerlukan perhatian secara khusus. Ini karengakasekali penerapan hukum
terhadap pelaku tindak pidana, khususnya anak ydalg sesuai dengan hukum
yang berlaku, maka penulis perlu membuat perumusasalah yang akan
dibahas dalam skripsi ini sehingga tidak menyimpaiag judul yang telah

ditetapkan sebagai berikut:

3 Sulaiman RasjidTindak Pidana dalam Syariat Islanterj. Abdurrahman, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1992), him. 16.



Bagaimana pandangan hukum Islam tentang bentukdbgremidanaan
anak dalam Pasal 23 UU No. 3 Tahun 19977
Apakah pemidanaan anak dalam UU No 3 Tahun 1997 isdsugan

tujuan keadilan restoratffl-isti'adah) dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

yaitu:

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagekbe

Untuk mengetahui penerapan pemidanaan anak dalkomhislam yang
tertuang dalam UU No. 3 Tahun 1997.

Untuk mengetahui apakah pemidanaan anak dalam @3sblU No. 3
Tahun 1997 sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada keguyaag diperoleh

Informatif, yaitu sebuah upaya pemberian informeastang kajian hukum
yang memerlukan pembaharuan sehingga dapat memibeniotivasi
kepada para akademisi agar lebih kritis dalam m&ngkiasar
diberlakukanya suatu ketentuan hukum.

limiah, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi eerangan dunia
hukum di Indonesia yang berkaitan dengan pemidamaak delikuen
agar lebih relevan lagi sesuai dengan hak-hak yhAmgjiki oleh anak
yang juga dituangkan dalam tujuan pemidanaan dalsiam dan
memberikan tambahan kontribusi pemikiran yang goséda khazanah

pengetahuan tentang tindak pidana anak nakal.
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D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang penelitian-penelitssbelumnya yang
terkait dengan penulisan skripsi ini. Dari beberggmelusuran yang telah
dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang secaesiik sama dengan penelitian
ini. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang tikinpambahasan yang
berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelifang membahas tentang
pertanggungjawaban pemidanaan anak di bawah umurggashnya telah banyak
dilakukan. Namun, sepengetahuan peneliti belum adg pernah meneliti secara
detail tentang tinjauan pemidanaan anak dalam R&s&lU No. 3 Tahun 1997
berdasarkan hukum pidana Islam. Adapun diantararbph penelitian tersebut
dapat dikategorikan sebagai berikut:

Ada beberapa skripsi yang telah membahas tentan§-amak dalam
lingkungan hukum, di antaranya adalah skripsi M&édruzzaman yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan dan Peamb8anksi bagi Anak
Nakal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tenkergdilan Anak™*
Skripsi ini menjelaskan tentang sistem pemidanaam gemberian sanksi anak
nakal dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentargdPam Anak dalam
hukum Islam ditinjau dari pendekatan normatif. Dalpenelitian ini diuraikan
tentang perspektif hukum Islam dalam menyikapi peliilgn yang menimpa anak
Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1887amg pengadilan

anak.

" Moh. Badruzzaman, “Tinjauan Hukum Islam TerhadapniBanaan dan Pemberian
Sanksi bagi Anak Nakal dalam Undang-Undang Nom®aBun 1997 tentang Peradilan Anak”,
SkripsiFakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga @00
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Kemudian skripsi Laily Dyah Rejeki yang berjudul éKakalan Anak
dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban PidanarMieHukum Positif dan
Hukum Islam”*® Dalam skripsi ini dijelaskan tentang sanksi pidéagi anak
nakal yang ditinjau dari hukum positif dan hukunlams sebagai sebuah
perbandingan hukum dalam memutuskan sebuah pdedcdap anak di bawah
umur yang melakukan tindakan kriminalitas dan méargorang lain.

Skripsi yang mengkaji tentang kriteria pertanggangjban pidana anak
dalam pandangan hukum pidana Indonesia maupun hykdena Islam, di
antaranya skripsi yang ditulis oleh Riri lIrawandingaberjudul “Pandangan
Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Ah@awah Umur™®
Skripsi ini sebenarnya hampir mirip dengan skrgisatas sebelumnya. Namun,
skripsi ini lebih menitikberatkan pada kriteria fa@ggungjawaban anak dalam
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menurotdgragan hukum
pidana Islam.

Mengenai sistem pemidanaan anak nakal terdapamdskaipsi karya
Fauziyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhmdistem Pemidanaan
Anak Nakal di Lapas Karang Asem Bali"Skripsi ini dilaksanakan dalam bentuk

observasi langsung ke tempat pemidanaan di lembpgmasyarakatan

Karangasem Bali. Pembahasan dalam skripsi ini lelfibkuskan dalam segi

> Laily Dyah Rejeki, “Kenakalan Anak dalam Kaitanngangan Pertanggungjawaban
Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islar8kripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

' Riri Irawandi, “Pandangan Hukum Islam Terhadap &reygungjawaban Pidana Anak di
Bawah Umur’ SkripsiFakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ya@yta (2009).

Y Fauziyah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem PemidanaaakAxakal di Lapas
Karang Asem Bali” SkripsiFakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yadgyta (2005).
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pemberian sanksi terhadap anak delikuen dan mekabedeskripsi tentang
kondisi lembaga pemasyarakatan di Karangasem, ¥alig dirasa kurang
memadai. Skripsi ini memberikan pemahaman barwatgnsistem pemidanaan
yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sehimggpat menggugah
kesadaran para hakim dalam memutuskan perkaraabagi nakal yang belum
cukup umur.

Ada beberapa skripsi yang lebih fokus pada prosssegakan hukum
pidana anak dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pdéagatinak, dikaji
berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia maupemurut kacamata
hukum pidana Islam. Terdapat beberapa skripsi yem@it dengan tema tersebut,
seperti skripsi yang disusun oleh Ni'matul Ma'wa gen judul “Persidangan
Anak Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 3 Tali997 tentang
Pengadilan Anak*® Skripsi ini lebih fokus pada proses persidangaakan
menurut hukum positif dan hukum Islam sebagai Selaralisis perbandingan
untuk mengetahui pandangan kedua hukum tersebuhggeh memberikan
pemahaman baru tentang mekanisme persidangan arak sesuai dengan
prinsip keadilan dan perlindungan secara hukum.

Ada juga penelitian yang ditulis oleh Ahmad Afif dam judul
“Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi PerbandiAgaara UU No. 3 Tahun

1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Hukum Islafkripsi ini lebih fokus

¥ Ni‘matul Ma'wa, “Persidangan Anak (Menurut Perspiektukum Islam dan UU No 3
Tahun 1997 tentang Peradilan AnalgKripsi,Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2007).

¥ Ahmad Afif, “Pertanggungjawaban Pidana Anak (Stedibandingan Antara UU No. 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Hukuam)g] Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
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pada mekanisme pertanggungjawaban pidana anak mehukwm positif
Indonesia dan hukum Islam. Dari keseluruhan skskgpsi di atas tidak ada
satupun skripsi yang mengkaji secara kompreherteifpan sekadar menyajikan
sedikit ulasan tentang Pasal 23 yang berisi ten@mpman pidana penjara,
kurungan, denda, dan pengawasan berdasarkan tirjalkam Islam.

Dalam ‘Ensiklopedi Hukum Pidana Islan?® terdapat suatu pembahasan
mengenai tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP, yatayss&mum sejalan
dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Is@atam ensiklopedi
tersebut dijelaskan bahwa hukum pidana Islam diket@pintuk memperbaiki
individu, menjaga masyarakat umum, dan memelihtahilgas. Kaidah dasar
yang menjadi asas pemidanaan dalam hukum Islam duk@aa kepada dua hal
yang bertentangan, yaitu bertujuan untuk memerdinglak pidana tanpa
memperdulikan pelaku tindak pidana dan tujuan mbatidan pelaku tanpa
mengabaikan tujuan memerangi tindak pidana. Daldamlslikenal dua tindak
pidana, yaitu tindak pidana yang membawa kemaslahaiasyarakat, meliputi
“hudud” dan tindak pidan&ishas-diyat” serta tindak pidanaakzir” .

Para pakar pidana dan pemikir Islam sudah banyag yaembahas
mengenai status hukum seorang anak. Dari kalangesh tukum Islam di
antaranya adalah Mahmoud al-Fadhoilat dalam risgdaiy berjudulSuqutu al-
Uqubat fi al-Fighi al-Islamyyang menjelaskan tentang seluk beluk permasalahan

yang berkaitan dengan anak-anak yang melakukamkimidang® kemudian

%% Ensiklopedi Hukum Pidana Islardakarta: PT. Kharisma llmu, 2008), him. 20-21.

! Mahmoud al-FadhoilatSuqutu al-Uqubat fi al-Fighi al-IslamyMesir: Dar-al Umar,
1997), him. 23.
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seperti buku karya Abdul Qadir Audah yang berjuthitTasyri’ al-Jina’l al-
Islami”, yang menjelaskan secara luas dalam masalah hukumadan masih
banyak lagi tulisan-tulisan yang membahas anak ndakedudukan hukum
Islam?? Kitab ini secara terinci membahas tentang mekamisemidanaan secara
umum berdasarkan hukum Islam, namun penetapan htdéiam mengacu pada

pertimbangan kemaslahatan sebagai restorasi dataragakkan keadilan anak.

E. Kerangka Teoritik

Di dalam hukum Islam, biasanya dibedakan antaraiadyadan Figh.
Syari'ah (al-Qur'an dan Sunnah) adalah hukum yamtake universal dan abadi,
tidak dapat diubah-ubah. Sementara Figh adalahnhuglam praktis berdasarkan
ijtihad ulama dalam upayanya menafsirkan al-Qudan Sunnah yang dikaitkan
dengan realitas yang ada dengan berbagai metdagdijtArtinya, Figh adalah
hukum yang bisa dirubah dan berlaku secara tempbral

Islam dapat dikatakan sebagai suatu syariah, yangrtb sebuah hukum
dan perundang-undangan. Al-Quran dan Sunnah Rasatlatah dua sumber
asasi dari ajaran Islam sekaligus menjadi sumbdwrhudan perUndang-
Undangan Islam, yang mengatur dengan teliti tentamgsalah kehidupan
manusia, baik yang berhubungan dengan Tuhan magmgberhubungan antar
manusia atau dengan alam.

Secara umum, tujuan hukum Islam adalah untuk kejiadwa hidup

> Abdul Qadir Audah,“at-Tasyri’ al-Jina'l al-Islami, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi,
1994), him. 609.

% Muhammad AlimAsas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajiamjgrehensif
Islam dan KetatanegaraaiYogyakarta: LKIS, 2010), him. 97-99.



15

manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalamgaebil (segala) yang
bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudiaitatyang tidak berguna
bagi kehidupan. Tujuan hukum Islam adalah kematlahamat manusia, baik
rohani maupun jasmani, individu maupun sosial. Keafatan tersebut tidak
hanya untuk kehidupan di dunia, tapi juga untukidegban akhirat kelak. Tidak
heran bila ada rumusan lima tujuan hukum Islantuymiemelihara agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta, yang di dalam kepuatakakum Islam sering disebut
al-magasid al-khamsahatau al-magasid al-syaria’ah (tujuan-tujuan hukum

Islam)?*

Hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas, rdataiaturan yang
menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhamawgpun aturan main
sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang Imgkuadalah hukum pidana
Islam yang dalam tradisi Figh disebut dengan Isigaimah ataujinayah yang
secara terminologis bermakna tindak pidana atadk gahg dilarang oleh syari’at
dan diancam dengan hukuman bagi pelangg&hgalah satu prinsip dalam
syari'at Islam adalah seseorang tidak bertanggawgly kecuali terhadgarimah
yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapga fidak bertanggungjawab
atas perbuatajarimah orang lain. Tujuan hukum ini ialah untuk memeléar
kehidupan manusia, harta benda, kehormatan, dahdiainereka.

Dalam pandangan hukum Islam, suatu perbuatan dhkaifan sebagai

jarimah apabila memenuhi unsur-unsur seperti, unsur foe@nya ketentuan

24 Muhammad Daud AliHukum IslamSuatu Pengantar Hukum dan Tata Negara Islam di
Indonesia(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), him. 54

% Abdul Qadir Audahat-Tasyri’ al-Jina’l al-Islami,him. 66.
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dalil al-Qur'an dan Hadits), unsur materiil (suatutpmtan melawan hukum),
unsur moral (niat pelaku untuk berbijatimah).*® Maka hukum pidana Islam
menetapkan suatu hukuman dengan tujuan memfungsikamm itu sendiri agar
dapat dilaksanakan dengan baik. Terdapat dua yaag lazim digunakan yaitu
jawabir danzawajir. Teori jawabir adalah pemidanaan tersebut dapat diharapkan
untuk mencegah orang lain melakukan tindakan sersgraentara teodawajir
adalah pemidanaan yang dibentuk agar berfungsikumtenyadarkan pelaku
jarimah sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemidanaan tirdaam al-
Magqgasid asy-Syari'alyang menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Islanatadal
untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keam. Sebagai hukum yang
diakui dalam tataran masyarakat, hukum Islam sangatjunjung tinggi azas
keadilan. Azas keadilan meliputi dua aspek, yakeaididan dari aspek persamaan
perlakuan hukum, yaitu Islam menyatakan bahwa gadehukum, semua orang
mempunya kedudukan yang sama. Keadilan dalam dspeknan yang setimpal
dengan tindakan pidana yang dilakukanya, akan itgEman memandang
bagaimana hukuman yang dikenakan kepada pelakuainkah adanya dan
diutamakannya nilai keadilan dan pendidikan dalakuman itu sendif’

Bila dicermati, teori tersebut sesungguhnya sasgatiai dengan tujuan
pemidanaan anak dalam hukum Islam yang menurugsebalama mencakup

keseluruhan aspek keadilan. Berdasarkan pandarigara,utujuan pemidanaan

%6 Ahmad Fahri Bahasiral-Uquibah fi al-Islam (Kairo: Maktabah Dar- al Uqubah, 1961),
him. 9.

27 7ainuddin Ali, Hukum Pidana Islam(Jakarta: Sinar Garafika, 2007), him. 13-14.
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dalam Islam diantaranya, pemidanaan sebagai pesalpal@tribution atau al-
jaza)),?® pemidanaan sebagai pencegahmeventionatauaz-zaj), yang terbagi
ata general preventidfi dan special preventiof’ pemulihan/perbaikar(al-
islah),®* restoratif(al-isti'adah),*® yaitu sebagai metode merespons tindak pidana
dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalasngka memperbaiki
kerusakan. Konsep ini dapat dilihat dari adanyauhukdiat sebagi hukum
pengganti gisas>> Konsep pemidanaan dalam Islam yang bersifat m#ndid
seperti ini juga terkandung dalam teathilitarianism yang lebih menekankan

pemidanaan dalam aspek pencegahan.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah khususnya skripsnia dapat dipastikan
selalu memakai metode. Hal ini terjadi karena metodeupakan suatu instrumen
yang terpenting dalam penulisan karya ilmiah khogasskripsi ini, agar
penelitiannya terlaksana dengan terarah sehinggancapai hasil yang
memuaskan.Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mengunakaiager

metode, yaitu:

8 Al-Maidah (5): 38.
29 An-Nur (24): 22.

%0 Makhrus MunajatHukum Pidana Islam di IndonesiéYogyakarta: Teras, 2009), him.
288-290.

3 Ocktoberrinsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islaim,Right Jurnal Agama dan Hak
Azazi Manusia Jurusan Hukum Pidana dan Tata Nedsgean, Vol.1 No. 1 (November 2011),
him. 29.

%2 Al-Bagarah (2): 178.
3 Ocktoberrinsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islar. 30.
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1.Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pemyas skripsi ini
adalah penelitian pustakdibfary researcl), yaitu suatu usaha untuk
mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan topikelipan.
Penelitian pustaka dilakukan dengan mengkaji bdiadnan pustaka
seperti buku, jurnal, skripsi, surat kabar dan samtustaka lain yang
relevan dan merujuk pada permasalahan penelitian.

2.Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunaipskini adalah
metode deskriptif-analiti, yaitu menafsirkan kandungan Pasal 23 UU
No 3 tahun 1997 tentang pemidanaan anak yang terngadapat
beberapa kelemahan substansial serta implememgldapat mengancam
hak-hak anak.

3. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendakatormatif-
yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan denganhatUndang-Undang
serta peraturan-peraturan yang berkaitan denganokpokasalah
penyusunan skripsi ini, yang berlaku di negara medta serta aturan-
aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Pendekatiardilakukan
dengan jalan menganalisis kandungan Pasal 23 UU Nahén 1997
tentang pemidanaan anak, kemudian kelemahan-ketemgdng ada di

dalamnya dikaji dengan asas-asas, konsep-kongepippprinsip maupun

% Amiruddin dan Zainal AsikinPengantar Metode Penelitian Hukurlakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 25.
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teori-teori dalam hukum Islam dan pada akhirnyanad@mbil sebuah

solusi yang sesuai dengan konsep pemidanaan dslzm |

4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah suatu cara yang sangatidibn bagi peneliti
agar penelitiannya dapat terarah secara benar efsmt sesuai dengan
sumber data yang ada. Dalam penyusunan skripsi pehyusun
menggunakan beberapa sumber data, baik primer magbwnder.

a. Sumber data primer, yaitu yang diperoleh dari sursbenber asli yang
memuat segala informasi atau keterangan yang Ienkaiengan
penelitian ini. Adapun data primer yang digunakdalah berasal ayat-
ayat al-Qur'an, Hadist, buku-buku referensi yang aeak dengan
hukum Islam dan hukum positif, sistem pemidanaak alalam Pasal 23
UU No 3 tahun 1997.

b. Sumber data sekunder, yaitu yang diperoleh dengangompulkan
informasi dari pihak-pihak yang berkompeten dalaemilanaan anak
serta dengan anak-anak delikuen yang sedang m@njalieses
pemidanaan.

5. Analisis Data
Metode analisis data merupakan bagian penting datengolah data
secara empirik dengan bekal teknik pengumpulan deatag telah

dicanangkan. Metode analisis data dalam penelitian adalah
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menggunakan penelitian kualitatif, yaitu sebuahnitekanalisa non-

statistik atau dengan kata lain menggunakan dataangka®

Dalam sebuah penelitian kualitatif ini, data yaegktmpul dianalisis
setiap waktu secara induktif selama proses pemeliterlangsung dengan cara
mengolah bahan empeifigynthesizing¥ehingga dapat diinterpretasikan ke dalam
bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahama iRdUktif adalah suatu
proses berpikir yang diawali dari pengamatan yangskibd yang kemudian
diambil kesimpulan dari yang umuih. Jadi, cara menyajikan data yang bersifat
kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan magkaag terkandung di dalamnya
dan mencari implikasi hubungan yang édantextual analysis) yaitu dilakukan
melakukan penganalisisan kandungan pasal 23 Nom®ah8in 1974 tentang

pemidanaan berdasarkan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Susunan penulisan yang bersifat sistematis dastitodiangat dibutuhkan
agar pembahasan penelitian ini dapat dipahami deihgik. Oleh karenanya,
dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima palan masing-masing bab

terdiri dari beberapa sub bab.

% Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian ResearchYogyakarta: Yayasan Psikologi
Universitas Islam, 1987), him. 136.

3% Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubailetodologi Penelitian Filsafatcet. Ke-10,
(Yogyakarta: Kanisius, 2002), him. 43,

37 Content analysiganalisa isi) adalah teknik yang digunakan untwnanik kesimpulan
melalui usaha menemukan karatristik pesan dan ukkak secara obyektif dan sistematis. Lihat
Lexy J. Moleong Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998jn.
163.
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Bab pertama, berupa pengantar penulisan yang rbassifat umum dan
global sebagai pengantar menuju bab selanjutnya. iBia terdiri atas latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan &agupenelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, glsiematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan Pasal 23 Uitdlaohgng No 3
tahun 1997 tentang peradilan anak. Dalam pembahasadibagi menjadi
beberapa sub bab, terdiri atas: sejarah lahirnyaNdbhor 3 Tahun, Pengertian
Anak dalam UU Nomor 3 Tahun 1997, Tujuan PemidanaaakAdalam UU
Nomor 3 Tahun 1997 , Sistem Pemidanaan dalam P23alUndang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 , Jenis Pidana dan Tindakan Hukagn Anak Nakal, dan
Kelemahan Substantif dan Implementatif Undang-Undémignor 3 Tahun 1997.

Bab ketiga, membahas tentang pemidanaan anak tialesm Islam yang
dibagi dalam beberapa sub, yaitu: Konsep Anak dédakum Islam, Hak Asasi
dan Perlindungan Anak dalam Hukum Islam, Konsep &amaian dalam Islam,
Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam, dan BentukaRérmgn Sanksi Pidana
pada Anak dalam Hukum Islam.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis dari peadaahpada bab-bab
sebelumnya. Bab keempat memuat pandangan hukum tsl#ang pemidanaan
anak dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1@8g terdiri dari
beberapa sub, yaitu Analisis Batas Usia Diberlakukarn®anksi Pidana Anak
dalam Hukum Islam, Analisis Pertanggungjawaban igidanak dalam Hukum

Islam, Analisis Kesesuaian Bentuk Pemidanaan Andknddasal 23 Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 1997 Perspektif Hukum Islam, idisalKonsep Keadilan
Restoratif bagi Anak Nakal Perspektif Hukum Pidasiarh.
Bab kelima, bab ini memuat penutup yang terdin @&asimpulan dan

saran.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang sudah dipaparkan secara panjang lebar dalam
skripsi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang hukuman
yang diberlakukan kepada anak nakal dibagi dalam dua bagian. Pertama,
bagi anak yang usianya 12 (dua belas) tahun ke bawah bila melakukan
suatu tindakan pidana sebagai hukumannya adalah diberlakukan sanksi
tindakan atau peringatan. Bagi anak di bawah 12 tahun, hukuman penjara
atau pidana lainnya tidak bisa diberlakukan, karena masih di bawah umur
sehingga membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orangtua yang
dibantu oleh petugas panti sosial. Mengena sanks tindakan diatur dalam
pasal 24 Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: (1) mengembalikan
kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh, menyerahkan kepada negara
untuk mendapatkan pengajaran, pendidikan, pembinaan, dan pelatihan,
dan menyerahkan kepada Depertemen Sosial atau organisasi sosia
kemasyarakatan. Kedug anak yang usianya sudah mencapai 12 (dua belas)
tahun hingga 18 (delapan belas) tahun, bila melakukan suatu tindak
pidana, maka hukuman yang diberikan adalah setengah/separo dari
hukuman yang diberlakukan bag orang dewasa. Ada pun sanksinya diatur

dalam pasal 23, yaitu berupa pidana pokok (pidana penjara, pidana
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kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan) dan pidana tambahan
(perampasan barang-barang dan pembayaran ganti rugi).

Dalam hukum Islam, masa bayi dan anak-anak, semenjak lahir sampai
mencapal usia sekitar 7 (tujuh) tahun dianggap sebagai anak yang tidak
memiliki kemampuan berpikir dan tidak mampu membedakan mana yang
salah dan benar, sehingga dikatakan sebagai anak yang belum tamyiz.
Maka dalam Islam anak yang masih di bawah usia 12 (dua belas) tahun
bahkan sampai 15 (lima belas) tahun oleh jumhur ulama mereka masih
dikatagorikan mumayiz sementara usia 16 (enam belas) hingga 18
(delapan belas) tahun oleh para fugaha mereka dianggap balig tapi belum
dianggap dewasa dan memiliki kemampuan berpikir (rasyid). Apabila
mereka melakukan suatu tindak pidana akibat hukumannya diserahkan
kepada penguasa, yang nanti akan dikenakan hukuman takzir. Dalam
konteks Indonesia, hukuman takzir berupa tindakan akan lebih tepat
diberlakukan untuk anak-anak yang digolongkan mumayiz Karena sebab
inilah  penyusun mengemukakan pendapat bahwa perlu adanya
pembaharuan terhadap batasan usia anak dalam
mempertanggungjawabkan pidanya sehingga anak dapat digolongkan
sebagai mukalaf dan memiliki kemampuan dan kematangan dalam
berfikir. Selain itu penerapan sanksi penjara dan kurungan dirasa tidak lagi
memenuhi hak-hak anak bahkan menciderai tujuan pemidanaan edukatif
dalam Islam, tujuan utama dari penerapan sanks berupa takzir pun tidak

tercapai. Sehingga hemat penulis berpendapat bahwa sanksi hukuman
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berupa pidana penjara dan kurungan tidak sesuai lagi dengan hukum Islam
karena cenderung memberikan citra negatif dalam diri anak, mengganggu
perkembangan psikologis dan juga dapat menyebabkan tindakan residivis
bagi anak karena anak ditempatkan bersama-sama secara kolektif dengan
narapidana lainya. Dalam landasan dasar UU 1945 juga telah diatur
adanya jaminan hak asas anak untuk mandapatkan perlindungan,
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan
harkat kemanusiaan, serta demi terwujudnya anak Indonesia yang
berakhlaqul karimah, berkualitas, dan bermoral. Sehingga perlu adanya
pembaharuan system dan bentuk-bentuk hukuman bagi anak nakal.

. Dalam pandangan Ahmad Hanafi, tujuan utama pemidanaan dalam Islam
adalah pencegahan atau prefentif (ar-radu wa jazruylan pendidikan serta
pengajaran atau represif (al-islah wa tahdzib)jika diperinci lebih lanjut
tujuan pemidanaan dalam Islam adalah sebagai berikut:

a Pembalasan sebagai pembalasan atau al-jaza’ atau retribution
Aspek ini adalah terdiri dari pemberian perlindungan kepada
masyarakat luas (social defence).

b. Pemidanaan sebagai pencegahan (prevention atau az-zajryang
terdiri atas general preventionan special prevention.

c. Pemulihan/perbaikan (rehabilitation/al-islah) yaitu memulihkan

pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidanalagi.
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d. Penebusan dosa (at-takfir), ketika manusia melakukan perbuatan
dosa maka iatidak hanya dibebankan pertanggungjawaban di dunia
sgja (al-ugubat ad-dunawiyyahi¥tapi juga pertanggungjawaban di
akhirat (al-uqubat ad-ukhrawiyyah).

e. Restoratif (al-isti'adah), yaitu merespon tindak pidana melibatkan
pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan.

Jika dalam tujuan pemulihan (rehabilitasi/reformasi) lebih berorientasi
terhadap plaku tindak pidana (offender orientedjnaka dalam keadilan restoratif
ini lebih mengutamakan kepada korban dari tindak pidana (victim oriented).
Tujuan lebih menekankan kepada pemulihan keadaan seperti semula,
merekonsilas korban dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk
memikul tanggungjawab sebagai sebuah langkah untuk memperbaiki kesalahan
yang disebabkan oleh tindakanya.

Pada prinsipnya keadilan restoratif 1ebih mengutamakan pemaafan korban
kepada pelaku dan juga menekankan konsep keadilan antara kedua belah pihak
yang bersengketa. Dalam Islam, perdamaian sangat dianjurkan, untuk itu keadilan
restoratif (al-isti'adah) dapat dijadikan solusi dalam pemecahan kasus anak yang
berhadapan dengan hukum.

Artinya, menurut penulis, pembaharuan sistem hukum pemidanaan bagi
anak nakal di Indonesia harus segera dilakukan. Diantaranya dengan ditegaskanya
kembali tentang batasan usia pertanggungjawaban pidana dengan memperhatikan
pada tingkat kecerdasan dan kemampuan anak dalam berfikir seperti yang

tercantum dalam the Beijing rules Selain itu konsep keadilan restoratif
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seharusnya dimasukan dalam kandungan pasal-pasal yang mengatur tentang
konsep pemidanaan anak sehingga anak tidak perlu masuk ke mesin-mesin
peradilan yang nantinya jauh akan memberikan dampak negatif bagi tumbuh
kembang anak dan melukai hak-hak kesgahteraan yang dimiliki oleh anak,

terlebih ketika anak dijatuhi pidana penjara dan atau pidana kurungan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah uraikan di atas, maka penulis akan
memberikan beberapa saran yang terkait dengan anak yang terlibat tindak pidana
sebagai berikut:

1. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling dekat untuk
membesarkan dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Sebagai
pendidikan utama dan pertama, keluarga berperan penting dalam
membentuk karakter dan perilaku anak agar tidak terjerumus kepada
tindakan yang menyimpang dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sekolah juga mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mengawasi
setiap gerak-gerik anak yang mengabaikan aturan dan tata tertib dalam
berbagai aktifitas pembelgaran. Sekolah harus secara aktif memperhatikan
perilaku anak yang menunjukkan tandatanda kurang bak dan
memperlihatkan suatu gejala kenakalan untuk kemudian diberikan arahan
dan bimbingan agar tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak baik,

apalagi melanggar aturan hukum.
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3. Demikian pula masyarakat yang turut serta berperan dalam mencegah
terjadinya kenakalan anak sehingga sebisa mungkin bisa menimalisir
maraknya kenakalan di kalangan remaa yang masih membutuhkan
bimbingan dari orangtua.

4. Bagi para hakim diharapkan tidak mengabaikan hak-hak dan keadilan anak
yang lebih besar dengan terlalu cepat menjatuhkan hukuman. Sebisa
mungkin para hakim mempertimbangkan asas-asas kemaslahatan yang
menjadi tujuan pemidanaan anak sebagai bentuk pencegahan dan
pengajaran, bukan pembalasan yang bisa menimbulkan tekanan psikologis
kepada anak sehingga memendam rasa kecewa dan dendam yang

mendalam.
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Lampiran 1

Terjemahan

Hal

Foot
Note

Terjemahan

BAB |

10

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalahmdirdan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnyaladal
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat iasar,
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

diperintahkan-Nya kepadmaereka dan selalu mengerjakan apa

yang diperintahkan.”.

12

“Hukuman itu tidak dapat diberlakukan bagi grgita hingga
sembuh, yaitu orang-orang yang sehat (tidak glang yang
bangun, dan orang orang yauvajigh”.”.

BAB Il

52

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai meraleup umur
untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmuekeer
telah cerdas (pandai memelihara harta), maka semédik
kepada mereka hartanya”.

BAB Il

71

32

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang meng¢

potonglah tangan kedua (sebagai) pembalasan bagyam
mereka kerjakan dan sebagai siksaaan dari allahatlah
maha perkasa lagi maha bijaksana.”

71

33

“Perempuan yang berzina dan -laki yang bezina, Make
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratusdded, dan
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegab
untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu berimapadal
Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksaphakuman
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang
beriman.”

uri,

ka

yang

73

38

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas Kka
gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibonaig
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan haiaui
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mehdaptu
pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang meran)g
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklahg(gkimeri
ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'afate
cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah tws

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. bsiegre

yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siaag
sangat pedih”

amu

BAB IV




86

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatiroy&k dengan
cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia devizesa
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan auili K
tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkadae
kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, makakiahd
kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(ichar)
penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintainkallah
kepadamu agar kamu ingat”.




Lampiran Il

BIOGRAFI TOKOH

‘Abd al-Qadir Awdah

‘Abd al-Qadir Awdah (1906-1954) merupakan tokoh gemakalam
kontemporari, Dai Islam di zaman moden dan pemimpeésar Ikhwanul
Muslimin Kata-katanya didengar semua orang, mempunyai cké@dmn yang
tinggi padakhwanul Muslimindan rakyat Mesir secara umum. Beliau berperanan
penting dan berpengaruh dalam perjalanan pelbag@stisa di Mesir setelah
syahidnya Imam Hasan al-Banna pada 12 Februari B&ligdwu memikul amanah
besar bersamidlursyidul Amkedua, Ustaz Hasan al-Hudaibi.

‘Abd al-Qadir Awdah adalah seorang ulama yang fakibkim yang
berpengalaman dan seorang pakar dalam bidang @evgewl Buku beliau yang
terkenal, at-Tasyri’ al-Jina’i fil Islam Mugarrinan bil Qanural-Wadhi’ telah
menjadi fenomena dan mencipta perubahan yang Ipestxr pemikiran kaum
intelektual di Mesir kerana buku ini telah mempgaatkan keunggulan
Undangundangsyariat atas undang-undang konvensional. lanyd telanjadi
rujukan ulama’, ahli fikih, pengamal undang-undang dan parah di berbagai
universitas.

Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibn Al-Asy’as Ibadshon Imran Azdi
Abi Daud as-Sijistani. Abi Daud adalah seorang petaadits, ia terkenal lewat
karyanya yang berjudul Sunan Abi Daud. Kitab ini siehimpunan hadits nabi
lengkap dengan rangkaian nama rawinya. Ulama ablishdari kalangan sunni
sepakat bahwa karya Abi Daud tersebut termasuk albKattKhamsah (lima
kitab hadits).

Barda Nawawi Arief

Lahir di Cirebon, 23 Januari 1943. MenyelesaikamgRrm Sarjana (S1) di
Fakultas Hukum UNDIP tahun 1968, dan Program Doktoy ¢8NPAD pada
18 Januari 1986. Sejak lulus dari S1 sampai saahemgjadu pengajar tetap di
Fakultas Hukum UNDIP dalam bidang hukum pidana sejakaghkan sebagai
Guru Besar Madaya pada 1 Juli 1993.

Sejak 1992 s.d. 1998, menjadi Dekan FH UNDIP. Saamnemnjadi Ketua
Program Magister (S2) llmu Hukum Pascasarjana UNDIRBaBiping itu, juga
menjadi anggota pengurus pusat ASPEHUPIKI (Asosiasg&ar Hukum Pidana
dan Kriminologi), anggota Tim Pengkajian/Penyusukdansep KUHP Baru dan
Konsultan Ahli BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasiord#)h anggota Tim
Pakar Departemen Kehakiman/Departemen Hukum damé&ang-undangan.
Beberapa karya tulis Beliau di antaranyaori dan Kebijakan Pidangersama
Muladi), Bunga Rampai Hukum Pidarfleersama Muladi}erbandingan Hukum
Pidana



Herbert L. Packer

Herbert L. Packer adalah seorang professor huktkarteika di Standford
University. Dua karyanya yang terkenal adalah attik two Models of The
Criminal Proces$ (113 U. PA L. Rev 1, 1964) ddiThe Limits of the Criminal
Santiort’ (Stanford: Stanford University press,1968). Dua raldéam referensi
pertama adalaiCrime Control Model, yang dirancang untuk melindungi hak-
hak warga Negara yang taat hukum dengan menekankbawatiran efisien dan
penghukuman penjahat, dafDue Process Modél yang dirancang untuk
melindungi hak-hak terdakwa dengan menghadirkan htanbyang tangguh
untuk membawa mereka melewati setiap langkah dalaosep hukum.
Sedangkan dalam bukunyghe Limits of The Criminal Sanctioiderbert L.
Packer mengemukakan pernyataan terkait denganit¢éegrasi dan hubunganya
dengan sanksi pidana.
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